
DAFTAR PUSTAKA 

 

Literatur: 

Adami, Chazawi-Ardi Ferdian. Tindak Pidana Pemalsuan. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, 

Andriansyah, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015. 

Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2006. 

----------, Hukum Notaris Inonesia,Tafsir tematik terhadap UU 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2011. 

----------, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. 

----------, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2015. 

Budiono, Herlien, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Adiya Bakti, 

Bandung, 2007. 

Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, TeoriTeori 

Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.   

Huda, Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban 

Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006. 

HS, Salim, Teknik Pembuatan Akta Satu, Grafindo Persada, Jakarta, 2015. 

Huijbers, Theo, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Jakarta, 1982. 

Lamintang, P. A. F. dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan 

Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan), Sinar 

Grafika, Jakarta, 2009. 

Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung, 1984. 

Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.   

----------, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2011. 

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2001. 

----------, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003. 

----------, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006. 

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.  

Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006. 

N.E. Algra, H.R.W. Gokkel-dkk. Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae. Belanda-Indonesia, 

Binacipta, Jakarta, 1983. 

Oemar Seno Adji, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Erlangga, 

Jakarta, 1991. 



Peter E. Latumeten, Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi 

Hukumnya, Tuma Press, Jakarta, 2011. 

Hadjon, Philipus M. Philipus, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada 

University Press, Yogyakarta, 2005. 

Poerwasunata, W.J.S, Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2003. 

Prajitno, Andi.A.A, Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2010. 

Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks 

KUHAP, Bina Aksara, Jakarta, 1987. 

Purnomo, Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. 

R.Soegondo. Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991. 

R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap 

Pasal demi Pasal. Politeia, Bogor, 1985. 

R Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005. 

----------, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005. 

Sjaifurrachman, dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, 

Mandar Maju, Surabaya, 2011. 

Soedjendro, Kartini, Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik, Kanisius, 

Yogyakarta, 2001. 

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1985. 

Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.   

Soerodibroto, Soenarto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan 

Hage Raad, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994. 

Soerodjo, Irwan, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003. 

Sudarto, Hukum Pidana 1 A - 1B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 

1991. 

Supriyadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. 

Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, Etika Profesi Hukum, Andi Offset, Yogyakarta, 2016.   

Syahrani, Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. 

Tedjosaputro, Liliana, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana, Agung, Semarang, 1991. 

Untung, Budi, Visi Global Notaris, Andi, Yogyakarta, 2002. 

Utrecht, E, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, NV Bali Buku Indonesia, Jakarta, 

1957. 



Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang Griss, Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi. 

Rinika Cipta, Jakarta, 1993. 

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya: 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)  

Yurisprudensi dalam Putusan Nomor 2370/Pid.B/2021/PN.Sby. 

Jurnal dan Karya Ilmiah lainnya: 

Adjie, Habib. (2005). “Saksi Pidana Notaris”. Jurnal Renvoi. Vol. 22 No. 10, 1 – 20.  

Aliya Sandra Dewi, 2013, Perjanjian Asing Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", Vol 1, 1 Juni 2013.  

Ramlan, Prilla Geonestri. “Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata”. 30 

Juni 2022, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-

Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html. 

H. Muhammad Syarif Nuh. 2012. Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah 

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. file:///C:/Users/User/Downloads/4622-ID-hakikat-

pertanggungjawaban-pemerintah-daerahdalam-penyelenggaraan-pemerintahan.pdf 

Ici Kurniasih, Tesis: “Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik dalam Pelaksanaan 

Jabatan Notaris”, (Purwokerto: Unsoed, 2019). 

 Radityo Ahmad Widodo, Tesis: “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Aktanya 

Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan”, (Purwokerto: Unsoed, 2020). 

Reni Kurniawati, Tesis: “Pertanggung Jawaban Notaris terhadap Pemalsuan Keterangan 

dalam Akta atau Surat”, (Purwokerto: Unsoed, 2021). 

Rizaldi Tigor Nasution. 2014. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik 

yang Dilakukan Oleh Notaris di Indonesia, Jurnal Tesis Unsoed. 

Kunni Afifah. 2017. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara 

Perdata Terhadap Akia yang Dibuamya, Jurnal Lex Renaissance, Magister Kenotariatan, 

Yogyakarta Univeristas Islam Indonesia 

Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, 

http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html, diakses tanggal 16 

Januari 2023. 

Prilla Geonestri Ramlan, 30 Juni 2022, “Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara 

Perdata”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-

Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html. 2 Agustus 2022. 

 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/4622-ID-hakikat-pertanggungjawaban-pemerintah-daerahdalam-penyelenggaraan-pemerintahan.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/4622-ID-hakikat-pertanggungjawaban-pemerintah-daerahdalam-penyelenggaraan-pemerintahan.pdf

